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ABSTRACT 
 

This article analyze the development of the 
highway on the north coast of Central Java 
since the Islamic Mataram in the 17th century 

to the reign Daendels in the 19th century. This 
period is very important to know the emer-
gence and development of highways who 
played a major role in the development of so-
ciety in Java. Highway is a significant trans-

portation in Java. The most important high-
way in Java is in the northern coast of Central 
Java. The highway has long historical roots, 
formerly the coastal highway then developed 
to be the post highway. The transformation 
process from the coastal highway to the post 

highway passed through a political process 
since Daendels governed Java in 1808. For the 
armed forces and economy exploitation, then 
it was established The Post Highway. In Cen-
tral Java, the highway was built based on the 

coastal highway. Revitalization and transfor-
mation of the highway had caused economy 
development in the areas of cities and villages 
integrated by the highway networks and facili-
tated the administrative control for colonial 

rulers. 
 
Keywords : Highway, Coast, Post Highway, 
Revitalization, Transformation. 

ABSTRAK 
 

Tulisan ini bertujuan menganalisis perkem-
bangan jalan raya di pantai utara Jawa Tengah 
sejak masa Mataram Islam di abad ke-17 sam-

pai pemerintahan Daendels di abad ke-19. 
Periode ini sangat penting sebagai landasan 
historis perkembangan jalan raya pada periode 
setelahnya. Jalan raya merupakan  sarana 
transportasi penting di  Pulau Jawa. Salah satu 

jalan raya terpenting di Jawa adalah Jalan 
Raya di Pantai Utara Jawa Tengah. Jalan 
Raya ini memiliki akar historis yang panjang, 
semula merupakan Jalan Raya Pesisir kemudi-
an berkembang menjadi Jalan Raya Pos. Pros-
es transformasi dari Jalan Raya Pesisir men-

jadi Jalan Raya Pos melalui proses politik keti-
ka Daendels menguasai Jawa pada tahun 
1808. Untuk kepentingan angkatan perang dan 
eksploitasi ekonomi dibangunlah Jalan Raya 
Pos. Di Jawa Tengah  jalan raya tersebut  

dibangun dengan  mendasarkan diri pada 
Jalan Raya Pesisir. Revitalisasi dan transfor-
masi jalan raya itu telah mengakibatkan 
perkembangan ekonomi di wilayah kota-kota 
dan desa-desa yang terintegrasi oleh jaringan 

jalan raya tersebut serta mempermudah 
kontrol administrasi bagi penguasa kolonial. 

 
Kata kunci : Jalan Raya, Pesisir, Jalan Raya 
Pos, Revitalisasi, Transformasi. 
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PENDAHULUAN 
  
Jalan Raya merupakan salah satu sarana 
transportasi penting dalam perkembangan 
politik dan ekonomi di Pulau Jawa. Jalan 
raya menjadi sarana penghubung antar 
wilayah di daratan maupun antara wila-
yah daratan dengan laut melalui pantai. 
Di Pantai Utara Jawa Tengah kehadiran 
jalan raya telah ada jauh sebelum Penja-
jahan Belanda.  

Jalan raya itu semula merupakan 
bagian dari Jalan Raya di Pesisir Utara 
Jawa yang merupakan bagian wilayah 
dari Kerajaan Mataram Islam. Sebutan 
pesisir berasal dari orang pedalaman yang 
mengacu wilayah di luar daerah pedalam-
an tersebut. Lombard mengemukakan 
bahwa “pesisir” mengacu bagian dari dae-
rah pantai yang bermula dari Cirebon di 
sebelah barat, hingga Surabaya di sebelah 
timur(Lombard, 2000: 37). Konsep pesisir 
seperti ini mengacu pada pembagian wila-
yah pada masa kejayaan Kerajaan Mata-
ram Islam, terutama pada masa Sultan 
Agung Hanyakra Kusuma. Sebutan 
“pesisir” ini muncul kembali pada awal 
abad XX  untuk nama terbitan berkala 
milik Organisasi Pergerakan Nasional, 
Insulinde. Nama terbitan itu adalah Pesisir 

Oetara, tetapi isinya lebih terkait dengan 

pergerakan politik dan tidak terkait 
dengan Jalan Raya Pantai Utara Jawa 
Tengah (Insulinde, 1918 : Tahun I, No 13). 

Jalan Raya Pesisir hingga Jalan 
Raya Pantura merupakan sarana mobili-
tas orang dan barang. Pada masa Mata-
ram, Jalan Raya Pesisir berfungsi untuk 
kepentingan konsolidasi kekuasaan antara 
wilayah pedalaman hingga pesisir. Kon-
solidasi menyangkut hubungan antara 
pesisir dan pedalaman, serta dengan 
pelabuhan, yaitu Tegal dan Demak. Jalan 
Raya Pesisir juga sebagai media penghub-
ung untuk diplomasi antara Mataram 
dengan utusan luar negeri, seperti utusan 
VOC.  Ketika Daendels menguasai Pulau 
Jawa (1808-1811),  jalan- jalan di Pesisir 
Utara Jawa Tengah itu sangat penting se-
bagai dasar pembangunan Jalan Raya Pos 
atau dikenal dengan nama “de Groote Post-

weg” yang menghubungkan wilayah Anjer 

di bagian barat hingga Panarukan di bagi-
an timur Pulau Jawa.  Mengapa Daendels 
menggunakan Jalan Raya Pesisir Mata-
ram dan bagaimana proses perubahan 
fisik dan sosial dari jalan raya tersebut 
menjadi pokok kajian artikel ini. 

  

  

METODE PENELITIAN 

  
Metode penelitian yang digunakan dalam 
dalam penetian untuk menghasilkan  
artikel ini ada adalah metode sejarah. 
Prosedur yang dilalui secara berurutan 
meliputi: heuiristik (pengambilan data), 
kritik (analisis sumber), interpretasi 
(analasisis hubungan antar fakta)  dan his-
toriografi (penulisan sejarah).  Sumber 
yang digunakan dalam penulisan artikel 
ini terdiri dari sumber tertulis yang berupa 
sumber primer dan sekunder. Sumber pri-
mer tersebut berupa arsip, majalah, koran 
dan terbitan lain sejaman. Sumber 
sekunder terdiri dari buku- buku yang rele-
van dengan penelitian ini. Sumber primer, 
terutama diperoleh dari beberapa Lem-
baga Arsip, yaitu Arsip Nasional Indone-
sia di Jakarta, Badan Arsip Daerah 
Provinsi Jawa Tengah, dan Arsip Nasion-
al Denhaag.  Selain itu juga di sejumlah 
perpustakaan, yaitu  Perpustakaan  Dae-
rah Propinsi Jawa Tengah, Perpustakaan 
Daerah Istimewa Yogyakarta, Per-
pustakaan Nasional Jakarta, Koleksi 
KITLV di Perpustakaan Universitas Lei-
den, Belanda.   

  

  

HASILDAN PEMBAHASAN 

  

Jalan Raya di  Pesisir Utara Jawa      

Tengah  
Secara geografis, Pesisir Utara Jawa Teng-
ah merupakan  wilayah yang membentang 
di sepanjang Pantai Utara Jawa dari 
Brebes di bagian barat hingga Rembang di 
bagian timur.  Di antara wilayah tersebut 
terdapat sejumlah kota- kota penting da-
lam perkembangan sejarah Nusantara 
(Jawa), yaitu dari barat, Tegal,  Pekalong-
an, Kendal, Semarang, Demak, Kudus, 
Jepara, dan Pati. Sampai dengan abad XV 
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dan XVI, wilayah-wilayah tersebut masih 
menjadi wilayah yang memiliki otonomi 
wilayah dan ekonomi secara terpisah-
pisah, tetapi sejak abad ke-17, pada masa 
Sultan Agung disatukan menjadi satu 
kekuasaan Mataram dan dikenal dengan 
nama daerah “pesisir”. 

Konsep “pesisir” muncul dalam 
konsep geografi politik dan budaya Kera-
jaan Mataram yang membagi wilayah 
menjadi empat lingkaran konsentris, yai-
tu: Kuthagara, Negara agung, Mancanegara, 

dan Pesisir. Struktur paling dalam adalah 

wilayah Kuthagara, kemudian diikuti 

dengan wilayah Negara Agung, Mancanega-

ra, dan akhirnya Pesisir (Radjiman,1995:56 

dan Radya Pustaka Sala,1895 No 270/D: 
164-177).  Kuthagara, berasal dari kata 

“kuta” “negara” mengacu pada wilayah 
tempat tinggal raja, tempat organisasi 
pemerintahan dikendalikan. Negara Agung 

adalah wilayah lingkaran kedua, tempat 
kekuaasaan raja sangat kuat dan tempat 
tanah gaji para pejabat kerajaan berada.  
Mancanegara merupakan daerah lingkaran 

ketiga yang secara kekuasaan berada di 
tangan para bupati, wakil dari raja di dae-
rah-daerah tersebut (Moertono, 1985:130-
138). Di luar wilayah itu dikenal dengan 
wilayah Pesisir.  Dalam pembagian wila-
yah tersebut, pesisir mengacu pada daerah 
terluar dari kerajaan Mataram. Lokasinya 
di Pantai Utara Jawa bagian tengah yang 
pada tahun 1930 masuk ke dalam Provinsi 
Jawa Tengah. 

Daerah Pesisir dibagi menjadi dua, 
yakni Pesisir Wetan (pantai sisi timur), dan 

Pesisir Kilen (pantai sisi barat). Pesisir We-

tan meliputi 15 wilayah dari Jepara ke 
arah timur hingga Surabaya. Sementara 
pesisir barat meliputi wilayah dari Demak 
ke arah barat hingga Brebes. Tiap-tiap 
wilayah di pesisir ditempatkan wakil Ke-
rajaan Mataram diikuti dengan luas tanah 
dalam ukuran tertentu yang menjadi wila-
yah kekuasaannya. Wilayah pesisir wetan 
mencakup tanah seluas 61.280 karya, se-

mentara pesisir kilen mencakup tanah 
seluas 30.550 karya (Moertono, 1985:51-

56).  

Konsep pesisir dimaknai sebagai 
bagian daerah yang ditaklukkan Mataram, 

terutama sejak Pemerintahan Sultan 
Agung melakukan ekspansi ke wilayah 
Pantai Utara Jawa. Hubungan Pesisir 
dengan Mataram bukanlah merupakan 
hubungan spiritual  pinggiran pusat se-
bagaimana dikemukakan oleh para ahli 
sebelumnya, seperti  Anderson, dan 
Geertz. Hubungan pinggiran pusat adalah 
hubungan keterikatan antara daerah yang 
ditaklukkan dengan penguasa penakluk 
yang sifatnya rasional. Dalam hal ini 
Mataram berusaha untuk mengontrol 
wilayah pesisir dengan berbagai cara. 
Menempatkan orang yang dipercaya un-
tuk  berkuasa di wilayah ini sebagai salah 
satu strateginya. Selain itu juga kunjungan 
wajib pada hari hari pisowanan merupakan 

cara untuk mengontrol kesetiaan wilayah 
Pesisir tersebut. Kunjungan utusan kera-
jaan ke wilayah Pesisir juga merupakan 
bagian dari  kontrol Mataram terhadap 
wilayah yang menurut pandangan orang 
pedalaman sebagai pesisir).  Dalam proses 
pengawasan ini  sarana transportasi darat 
berupa jalan raya yang menghubungkan 
Mataram dengan pesisir diperlukan.  

Nactegaal menegaskan bahwa ber-
dasarkan sumber-sumber yang tersedia, 
membuktikan masyarakat Pesisir bukan 
dibentuk  dari istana Mataram. Gambaran 
bahwa Istana Mataram sebagai pusat dan 
pesisir sebagai pinggiran (periphery), sangat 

subjektif. Kebanyakan penduduk Pantai 
Utara Jawa menyadari bahwa Mataram 
yang menguasai wilayahnya dilakukan 
dengan cara kekerasan.    

Wilayah Pesisir menurut Nactegaal 
bukan merupakan kesatuan wilayah yang 
seragam. Wilayah ini dikuasai oleh peng-
uasa-penguasa pesisir yang memiliki 
kekuasaan tiap regional dengan identitas 
sosial budaya sendiri. Dengan demikian 
masing-masing wilayah, seperti Cirebon, 
Tegal, Semarang, Kudus, Jepara, Pati, 
Tuban, dan Surabaya memiliki pola sosial 
budayanya sendiri terpisah dari satu 
dengan yang lain. Mereka sama-sama be-
rada di bawah taklukan Kerajaan Mata-
ram. Meskipun demikian, ada kesamaan 
dalam hal tradisi keagamaan, yakni Keis-
laman yang lebih puritan. 

Sebelum penaklukan Mataram, dae-
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rah-daerah tersebut merupakan kekuatan 
ekonomi dan politik yang mandiri. Oleh 
karena poisisinya di wilayah pantai, maka 
mereka menjadi pintu gerbang yang 
menghubungkan perdagangan dari luar 
Pulau Jawa dengan pedalaman Jawa. 
Daerah tersebut berkembang ekonomi 
maritim yang berorientasi ke luar, bukan 
ke pedalaman. Akan tetapi setelah 
ditaklukkan oleh Sultan Agung orientasi 
ekonomi mereka menjadi lebuh terbatas 
karena hubungan antar bangsa harus di-
pegang dengan izin Kerajaan Mataram, 
atau  sebagai  perwaki lan  Mataram 
(Nactegaal, 1996).  

Daerah pesisir tersebut secara ber-
tahap jatuh ke tangan VOC sebagai imba-
lan atas bantuannya kepada raja-raja 
Mataram sepeninggal Sultan Agung, yak-
ni sejak Amangkurat II dalam menghada-
pi pemberontakan-pemberontakan. Pesisir 
utara dari Jepara hingga Tegal diserahkan 
kepada VOC sebagai hadiah bantuan 
VOC dalam menumpas Pemberontakan 
Pacina pada tahun 1741(Van Niel, 2005: 
5). Sementara itu Pesisir Timur di-
serahkan kembali kepada VOC setelah 
membantu pemberontakan Trunajaya ta-
hun dan sejak tahun 1677, sehingga 
semua wilayah Pesisir Jawa telah di 
bawah kekuasaan VOC. Setelah ditakluk-
kan VOC, daerah-daerah yang oleh Mata-
ram disebut Pesisir Barat dan Timur Jawa 
disebut Pantai Timur Laut Jawa (Java’s 

Northeast Coast). Daerahnya membentang 

dari Losari hingga Surabaya dan seki-
tarnya (Kian,2006:40-42).  

Pembuatan jalan di wilayah Jawa 
Tengah bagian utara sudah terjadi sejak 
masa lalu, termasuk masa Kerajaan Mata-
ram di bawah Sultan Agung. Hal itu ter-
l iha t  dar i  l aporan  de  Haan  yang 
melakukan perjalanan pada tahun 1622 
dari Tegal ke ibukota Mataram melalui 
beberapa tempat di Pantai Utara Jawa 
Tengah. Diceritakan bahwa dia berangkat 
dari Batavia menuju Tegal menggunakan 
jalur laut. Sementara itu perjalanan dari 
Tegal menuju Mataram menggunakan 
jalur darat, menggunakan armada kuda. 
Dalam laporan itu disebutkan nama-nama 
tempat yang dilalui  untuk menuju ibu 

Kota Mataram di Kerta, yaitu: Pemalang, 
Wiradesa, Pekalongan, Batang, Subah 
dan Magelang. Berdasarkan laporan ini, 
maka wilayah terakhir di Pantura yang 
dilewati adalah Subah, suatu wilayah di 
sebelah barat Gringsing tempat turunan 
tajam yang dalam tradisi lisan masyarakat 
setempat  dikenal sebagai Plelen. Jalan 

yang dilalui dari Tegal hingga Pemalang 
merupakan jalan-jalan yang indah dan 
dilingkupi hutan. Sementara itu jalan-
jalan dari Batang ke Subah juga kelihatan 
indah, dibangun melintasi sungai dan ra-
wa-rawa yang menggunakan jembatan 
berbahan dasar balok kayu dan anyaman 
bambu. Di atas jembatan diberikan 
peneduh dengan menggunakan atap ber-
bahan dasar ilalang (van Deventer, 1877 : 
293). Jalan Tegal – Mataram melalui Su-
bah ke arah selatan ini merupakan jalan 
paling terkenal pada waktu itu (van 
Milaan,1942 No 4: 219) 

Sesungguhnya ada sejumlah jalan 
penting yang menghubungkan antara ibu-
kota Mataram dengan wilayah Pantai 
Utar a  Jawa .  Pe r t ama ,  j a lan  yang 

menghubungkan ibukota kerajaan itu ke 
arah utara, Semarang. Jalan ini merupa-
kan jalan yang paling mudah dan pendek  
melalui pintu gerbang Tadie. Jalan ini pal-
ing sering dilewati, termasuk rakyat ke-
banyakan. Kedua, jalan ke arah barat yang 

menghubungkan Mataram dengan 
sejumlah wilayah atas dan berakhir di Te-
gal. Jalan itu sangat sulit dan pintu 
gerbang utama jalan ini bernama Toura-
jan. Ketiga, jalan ke arah Timur dan ber-

akhir di Blambangan, dan memiliki jalan 
simpang ke arah (menuju) Gresik dan Jor-
tan. Pintu gerbang atau jalan keluar jalan 
ini bernama Bongor mengacu kepada na-
ma sungai terbesar di seluruh pulau, yang 
bermuara ke laut di daerah Gresik (Indie, 

April 1923-April 1924: 280-284 dan 
Schriecke , 1957). 

Di luar jalur utama Mataram terse-
but masih ada jalur penting lain yang 
menghubungkan antara Batavia sampai 
Semarang. Rute ini merupakan jalan 
sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Pada 
awalnya jalan sepanjang pantai ini meru-
pakan wilayah Susuhunan. Berdasarkan 
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perjanjian 11 Novermber 1743 yang dibu-
at bersama  Susuhunan, pada pasal 9 sub 
3o kepada Kompeni, dengan pengecualian 
kabupaten-kabupaten pantai dan daerah 
seluas 600 roede diserahkan  daerah sepan-

jang pantai laut dan sepanjang seluruh 
muara sungai-sungai yang bermuara ke 
laut yang mengelilingi seluruh Jawa (Filet, 
1895:67; Joekes, 1946: 104; Colenbrander, 
1926:195) . 

Jalan di pesisir utara Mataram 
memiliki peran utama dalam mobilisasi 
orang. Jalan tersebut menjadi penghubung 
antara wilayah pedalaman dengan 
pelabuhan.  Pelabuhan terpenting waktu 
itu adalah Pelabuhan Tegal, Semarang, 
dan Jepara.  Kerajaan Mataram yang be-
rada di daerah pedalaman Pulau Jawa 
mengontrol  wilayah pesisir itu dengan 
kuatnya, sehingga jalan pesisir menjadi 
sarana penting yang menghubungkan an-
tara pusat kerajaan  dengan daerah 
pelabuhan.  

Fungsi jalan pesisir pedalaman anta-
ra lain untuk sarana transportasi dan 
komunikasi antara penguasa pesisir 

dengan penguasa Mataram, mobilisasi 
tentara, dan menghubungkan tamu-tamu  
dari luar negeri. Sejumlah sumber me-
nyebutkan bahwa orang-orang Belanda 
yang hendak menemui penguasa Mata-
ram harus melalui Pelabuhan Tegal atau 
Semarang, kemudian melalui jalan darat 
di Pesisir Utara Jawa Tengah.  

Fungsi jalan sebagai konsolidasi 
kekuasaan antara daerah Pesisir dengan 
Mataram cukup jelas. Tradisi menghadap 
raja ke Mataram setiap tahun atau saat 
diperlukan memerlukan jalan darat dari 
Pesisir ke Pedalaman. Demikian pula 
jalan darat digunakan sarana untuk 
mengerahkan pasukan jika penguasa 
bawahan menunjukkan tanda-tanda pem-
berontakan. Pada masa Senopati terjadi 
pemberontakan Pangeran Puger di Demak 
(1602-1605). Untuk menaklukkan wilayah 
ini, Mataram mengirim pasukan dari 
Mataram menuju Demak dengan 10.000 
prajurit. Pangeran Puger menyiapkan han-
ya 5000 prajurit (De Graaf,1990:4-5).  Pa-
da masa Sultan Agung di daerah Pesisir 
Utara diangkat Tumenggung Bahu Rekso 

Gambar 1. Jalan Raya Pesisir Utara Zaman Mataram Islam 
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sebagai Bupati Kendal sekaligus gubernur 
pesisir utara bagian Barat. Bahu Rekso 
dipercaya membangun diplomasi dengan 
VOC yang berada di Jepara. Untuk 
kepentingan membangun  loji, VOC 
meminta bantuan Bahurekso menye-
diakan batu bata (Schriecke , 1957:190).  

Jalan Raya Pesisir menjadi sarana 
diplomasi antara orang Belanda dengan 
Mataram terlihat dari cerita perjalanan 
Hendrick de Haen. Pada tahun 1623 ia 
menjadi duta VOC ke Mataram. Untuk 
menuju ke Karta, Ia turun di Pelabuhan 
Tegal. Perjalanan dari Tegal ke Karta me-
lalui jalan pesisir dengan menggunakan 
kuda. Dengan demikian, pada saat itu 
jalan raya pesisir menjadi penghubung 
antara wilayah pelabuhan dengan pedala-
man, pusat Keraton mataram di Karta /
Yogyakarta. Utusan Belanda berikutnya, 
Jan Vos pada tanggal 26 Agustus tahun 
1624 tiba di Pelabuhan Demak, salah satu 
pelabuhan milik Mataram. Dari Demak 
pada tanggal 19 September, utusan ini 
b e r a n g k a t  k e  M a t a r a m  d e n g a n 
menggunakan Kuda Arab (De Graaf,1 
990:75-6). Peta Jalan Pesisir Utara Masa 
Kerajaan Mataram dapat dilihat pada 
gambar 1. 

  

Jalan Raya Pos di  Pantai Utara Jawa 

Tengah 
Kepentingan militer dan eksploitasi 
ekonomi Pemerintahan Daendels ter-
hadap Jawa memerlukan jalur darat yang 
utuh yang menghubungkan antar wilayah 
di pulau ini. Guna  kepentingan itu Daen-
dels memanfatkan jalur-jalur darat yang 
sebelumnya sudah ada yang dibangun 
oleh penguasa bumiputra. Di Jawa Teng-
ah jalan darat dibuat dengan memanfaat-
kan jalan raya yang telah dibangun oleh 
Kera jaan  Matar am I s l am  dengan 
sejumlah modifikasi. Dengan kata lain 
terjadi proses revitalisasi dan modifikasi 
terhadap jalan raya tradisional yang sudah 
ada sebelumnya. 

Jalan raya lintas Jawa ini dibangun 
pada tahun 1808  yang  melintas jalan 
trans-Jawa dari Anyer hingga Panarukan. 
Jalan Raya ini tidak identik dengan Jalan 
Raya Pantai Utara Jawa atau Pantura 

yang selama ini dikonsepsikan orang ke-
banyakan. Sebagian jalan raya melalui 
jalur tengah Jawa Barat, yakni jalur Bo-
gor, Bandung, Sumedang, Karang Sam-
bung menuju wilayah Pantai Utara Jawa, 
yakni Cirebon. Jalur Cirebon–Surabaya 
hampir semua memanfaatkan jalur pantai 
utara yang sudah ada yang telah dikem-
bangkan sejak zaman Mataram hingga 
VOC. 

Pembangunan Jalan Raya Pos 
Daendels baik di Priangan maupun di 
wilayah Pantai Utara Jawa sebenarnya 
menggunakan prinsip ekonomis karena 
tidak membangun jalan yang benar-benar 
baru, tetapi sebagian besar merupakan 
jalan-jalan yang sudah ada sebelumnya. 
Pembangunan tersebut dimungkinkan ka-
rena ia menginginkan transportasi produk 
pertanian dan mobilisasi pasukan ten-
taranya dapat dilakukan secara cepat 
(Gunardo, 2012, Nas dan Pratiwo,2002). 

Sumber penting untuk menjelaskan 
tentang kebijakan Daendels dalam pem-
bangunan jalan raya adalah besluit yang 

dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 1808 yang 
dimuat dalam karya Van den Chijs,  Ne-
derlandsch Indie Plakaatboek, Viertiende deel 

1804-1808(Chijs,1895:699-702). Dalam 

buku tersebut terdapat sejumlah kepu-
tusan yang terkait dengan pembangunan 
jalan raya.  

Daendels akan memperluas jalan 
raya yang ada maupun membuat yang 
baru dengan lebar 7,5 meter dengan di-
batasi lapisan batu yang memadai pada ke 
dua sisinya, supaya jalan tersebut tidak 
terkikis air yang mengalir sehingga pada 
suatu saat juga dapat digunakan oleh 
angkutan dengan menggunakan kereta 
kuda dan gerobak. 

Jalan yang dibuat oleh Daendels ini 
selain memiliki lebar 7,5 meter, setiap 
1506,9 meter di beri tanda berupa paal/

tonggak dari batu yang fungsinya selain 
sebagai tanda panjang jalan juga berfungsi 
sebagai tanda untuk merawat dan mem-
perbaiki jalan oleh distrik dan penduduk. 
Pada sisi kiri dan kanan jalan raya terse-
but juga dibuat selokan yang berfungsi 
sebagai saluran air, sehingga air tidak 
menggenang di jalan raya. Permukaan 
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jalan yang dahulu berupa rumput atau 
tanah kemudian diubah menjadi kerikil 
sehingga perjalanan antara Batavia ke Su-
rabaya ditempuh hanya dalam waktu 5 
hari saja.  Pembangunan jalan raya dimu-
lai dari arah Barat dari Batavia, Bogor, 
Bandung, Sumedang, Karang Sambung 
hingga Cirebon. 

Setelah pembangunan jalan tersebut 
sampai di wilayah Karangsamboeng yang 
merupakan wilayah kesultanan Cirebon 
sehingga diperlukan negosiasi terlebih da-
hulu untuk membebaskannya dan keu-
angan tidak cukup untuk membayar upah 
pekerja jalan serta perbaikan jalan terse-
but. Setelah negosiasi dengan Sultan Cire-
bon berhasil, maka pembangunan jalan 
raya tersebut dilanjutkan sampai ke 
Losari. Dengan adanya kesulitan dana 
tersebut, Daendels mengumpulkan semua 
penguasa termasuk para bupati yang be-
rada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa 
Timur pada tanggal 25 Mei 1808 di rumah 
dinas Residen Semarang di Jalan Bojong 
untuk meneruskan rencana pembangunan 
jalan raya dari Cirebon hingga Surabaya. 
Kesulitan yang dialami tersebut membuat 
negara memberikan hak penuh pem-
bangunan jalan raya pos tersebut dise-
rahkan kepada penguasa pribumi dengan 
menggunakan tenaga ker ja  waj ib/
heerendiesten. Alasan Daendels melanjut-

kan meneruskan pekerjaan jalan raya 
melewati Pantai Utara Jawa Tengah kare-
na merupakan tanah pemerintah bukan 
penguasa di Vortenlanden. Pembangunan 
jalan raya antara Cirebon dan Surabaya 
tersebut dijalankan dengan kerja wajib 
k e c u a l i  d i  w i l a y a h  p r e f e c t u u r

(Marihandono, dkk, 2010 :118 dan Chjis, 
1895:706).  Pekalongan, yaitu daerah 
Gunung  Padang  d i  mana  peker ja 
menghadapi kondisi tanah yang berbatu 
dan terjal sehingga membutuhkan dana 
untuk memberikan upah tambahan kepa-
da pekerja (Marihandono,dkk, 2010: 18).  

Pada tanggal 8 Mei 1808, Residen 
Cirebon diperintahkan untuk membangun 
jalan raya (dari jalan yang sudah ada) dari 
Karangsamboeng melewati Cirebon sam-
pai Wirosari, sehingga dapat dilewati 
b e r b a g a i  j e n i s  a l a t  t r a n s p o r t a s i 

(kendaraan) dari dua arah. Oleh karena 
itu, lebar jalan harus sama dengan jalan 
dari Buitenzorg ke Karangsamboeng terse-
but di atas. 

Pada tanggal 22 Mei 1808, perintah 
yang sama diberikan kepada Residen Pek-
alongan, yaitu jalan raya yang melintas 
dari arah Timur ke Barat. Dari informasi 
yang ditulis Daendels kepada Pemerintah 
Tinggi (pusat) pada tanggal 15 Agustus 
1809 sesudah perjalanannya dari Buien-
zorg ke Surabaya, bahwa jalan raya yang 
dikenal dengan nama Groote Postweg van 

Daendels (Jalan Raya Daendels) untuk se-

bagian besar merupakan perbaikan 
(pengembangan) jalan-jalan yang sudah 
ada (Indie, April 1923-April 1924:  281-

284) . 

P a d a  t a n g g a l  2 7  M e i  1 8 0 8 , 
Marsekal Daendels memberikan perintah 
kepada Residen Pekalongan untuk mem-
perbaiki jalan yang melintasi karesidenan 
itu, yang bunyinya sebagai berikut. 

 
… diputuskan  memerintahkan Residen 
Pekalongan dengan tugas, untuk mem-
bangun (memperbaiki) jalan-jalan besar 

dari arah timur sampai barat  batas 
akhir karesidenan itu sehingga dalam 
dua musim (kemarau dan hujan) dapat 
digunakan (dilalui) berbagai alat trans-
portasi, demikian juga untuk jalan-jalan 

di semua tempat, yang hanya sulit 
dilewati (sempit), harus diperluas 
sedemikian rupa menjadi 2 roede 

Rhijnlandsch ( 2 x 3,767 M = 7,53 M), 

pada kedua sisinya diletakkan tanggul 
seperti tong yang bulat dalam kelompok
-kelompok dan jumlah yang cukup,  
agar jika teraliri air yang kemudian tid-
ak bisa mengalir tidak akan menjadi 

rusak; kepadanya juga diberi tugas bah-
wa dalam mengerjakan pekerjaan itu 
adalah tanpa biaya  dengan cara 
mempekerjakan penduduk tanpa upah. 
Akan tetapi untuk daerah yang tinggi di 

pegunungan yaitu Gunung Padang di 
Batang, yang tentu saja akan dik-
erahkan tenaga kerja yang besar dan 
berat agar lereng-lerengnya menjadi 
tidak terlalu terjal sehingga semua alat 

pengangkutan (transportasi) dapat 
melewatinya, kepadanya  (residen) akan 
disediakan uang dari kas negara sebesar 
2000 uang perak, untuk membayar 
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upah kerja selama hari-hari kerja yang 
sangat berat. 
Cara yang paling tepat untuk mem-

bangun jalan dengan biaya sehemat 
mungkin adalah residen memerinta-
hkan untuk menebang semua pohon jati 
yang ada di antara jalan dan pantai laut, 
dengan terlebih dahulu memastikan 

arah (batas) jalan baru yang akan 
dibangun, dan bekasnya nantinya bisa 
digunakan untuk kebun-kebun kopi 
yang menguntungkan. Selanjutnya pada 
setiap jarak 400 roede dipasang tiang 
(pal), yang berguna sebagai petunjuk 

pembagian wilayah dalam pemeli-
haraan jalan itu oleh penduduk pada 
setiap distrik. (Chijs, 1894 :770) 

 
Jalur perbaikan jalan  lain yang dianggap 
sulit adalah antara Semarang ke Kudus di 
mana jalan yang ada selalu tergenang air 
sepanjang 30 morgen, sehingga dibutuhkan 

sarana dan prasarana yang memung-
kinkan untuk menghindari bencana terse-
but. Akibat genangan air tersebut, jalan 
tersebut tidak dapat digunakan baik oleh 
para pejalan kaki atau kereta kuda. Dalam 
usaha mengantisipasinya, Daendels me-
merintahkan pengeringan, peninggian dan 
pelebaran jalan supaya bisa digunakan 
secara maksimal. Usaha pertama yang 
dilakukan adalah membuat kanal/saluran 
a i r  d i  s e p a n j a n g  j a l a n  t e r s e b u t 
menggunakan pasukan zeni yang dipim-
pin oleh Brigardir Jenderal von Wienkel-
man yang memadukan antara sungai Ju-
wana, Tanggulangin, Demak, dan Sema-
rang untuk dialirkan menuju laut. Fungsi 
lain dari pembuatan saluran air tersebut 
adalah nelayan dan penduduk dapat me-
manfaatkannya untuk jalur pelayaran pe-
rahu. Dengan proyek tersebut, genangan 
air dapat diantisipasi sehingga proyek 
pembangunan jalan dapat terselesaikan 
sampai kota Rembang pada awal bulan 
Juni 1808. Tugas pembangunan jalan dari 
Rembang sampai Surabaya dianggap tid-
ak begitu mengalami kesulitan sehingga 
dapat terselesaikan dalam tempo 3 bulan. 
Pekerjaan tersebut memudahkan kereta 
kuda atau pedati untuk mengangkut hasil 
bumi dan pangan lainnya dari satu tempat 
ke tempat lain. Potensi wilayah yang di-
miliki oleh Rembang dan Blora yang beru-

pa kayu jati menguntungkan proyek ini 
karena kayu jati  dapat digunakan untuk 
membuat jembatan, pergudangan dan 
tempat pesanggrahan bagi para pengawas 
jalan. 

Salah satu dampak ditimbulkan oleh 
pembangunan Jalan Raya Daendels ada-
lah ukuran baru dalam penentuan ukuran 
panjang  jalan yaitu paal.  Ukuran baru 

jalan dengan paal 1 dimulai dari Batavia 

menuju Karangsambung.  Ukuran 1 paal 

yang awal diawali lagi dengan nomor 1 
dari Semarang ke barat menuju Ka-
rangsamboeng. Paal kemudian mulai ang-
ka 1 kembali dari Semarang menuju arah 
timur ke ujung Banyuwangi. 

Di antara kota-kota di Jawa terdapat 
3 kota besar yang menjadi sentra pela-
yanan pos di bawah seorang prefectuur yai-

tu Batavia, Semarang dan Surabaya 
(Chijs,1894,Jilid 14: 793 dan 810).  Paket 
pos dan surat etersebut didistribusikan 
dari kantor pos besar tersebut sebanyak 
dua kali dalam 1 minggu yaitu pada hari 
Selasa dan hari Sabtu. Berdasarkan infor-
masi dari sumber tersebut juga di peroleh 
data ada sekitar 50 dinas pos baik besar 
maupun lokal dari Batavia sampai dengan 
Surabaya (Marihandono,2010:119-120). 

Banyak orang beranggapan bahwa 
Jalan Raya Pos tinggalan Daendels terse-
but setelah sampai di Kota Semarang han-
ya berlanjut ke bagian timur saja akan 
tetapi berdasarkan tulisan ini diperoleh 
informasi bahwa Jalan Raya Pos tersebut 
setelah sampai di Kota Semarang terbagi 
menjadi dua bagian yaitu menuju arah 
timur dan yang lain menuju ke selatan 
yaitu menuju Surakarta dan Yogyakarta
( K o m p a s ,  2 0 0 8 : 1 0 - 1 1  d a n  R a -
fles,1982:193) .  

Perjalanan kereta pos menggunakan 
jalan raya yang menuju arah timur 
melewati Karangtengah, Demak dan Ku-
dus harus melewati 4 stasiun pos. Setelah 
sampai ke Kota Pati perjalanan dilanjut-
kan ke Kota Juwana yang untuk men-
capai Kota Rembang harus menyeberangi 
sungai besar dengan menggunakan rakit. 
Perjalanan dari Kota Kudus sampai 
dengan Tuban setelah melewati Kota 
Lasem kereta kuda harus berhenti dalam 
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10 stasiun Pos.  
Dampak yang ditimbulkan oleh 

proyek monumental Daendels lewat Jalan 
Raya Pos tersebut pada awalnya hanya 
kelompok tertentu yang dapat mem-
pergunakan jalan raya tersebut antara lain 
kereta kuda pos milik pemerintah dan 
kereta milik kaum bangsawan pribumi 
yang diperbolehkan untuk melewati jalan 
raya tersebut. Sementara baru setelah 
dikeluarkannya surat keputusan No 4 ter-
tanggal 19 Agustus 1857 pedati milik 
rakyat diperbolehkan mengakses jalan 
raya tersebutSebelum dikeluarkan SK ter-
sebut rakyat biasa apabila akan pergi 
keluar daerah harus melewati jalan yang 
ada disisi jalan raya pos tersebut yang 
kondisi fisiknya cenderung lebih jelek.
(Kompas, 2008: 12-14).  

Sebelum Jalan Raya Pos tersebut 
dibangun,  perjalanan antara Batavia sam-
pai Surabaya pada musim kemarau sela-
ma kurang lebih 1 bulan. Akan tetapi, 
setelah jalan raya ini terselesaikan perjal-
anannya bisa ditempuh hanya 10 hari, 
sehingga waktunya lebih singkat. Surat 

pos dari Batavia ke Semarang pada waktu 
musim penghujan akan sampai selama 3 
minggu dan 2 minggu selama musim ke-
marau. Akan tetapi setelah proyek Jalan 
Raya Pos ini selesai, surat pos dapat di-
antarkan dari Batavia ke Semarang hanya 
dengan waktu 3-4 hari (Dephup, 1980). 
Keberadaan Jalan Raya Pos dapat dilihat 
dalam gambar 2. 

Meskipun Jalan Raya Pos berlokasi 
di Pantai Utara Jawa, namun jaringan 
yang dibangun sampai ke pedalaman. 
Jalan raya Pos telah menghubungkan an-
tara Semarang dengan Tanah Kerajaan 
yang pada masa Tanam Paksa menjadi 
jaringan mobilitas transportasi produk 
perkebunan di  pedalaman menuju 
Pelabuhan Semarang (Hartatik, 2014).  

 

  

SIMPULAN  

 
Berdasarkan uraian di atas dapat disim-
pulkan bahwa alan raya di wilayah Pantai 
Utara Jawa Tengah telah memiliki akar 
historis sejak abad ke-17. Akan tetapi 

Gambar 2. Jalan Raya Pos Zaman Daendels 
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jalan raya tersebut belum membentuk satu 
kesatuan unit yang menghubungkan antar 
kota-kota di Jawa Tengah dari Brebes 
hingga Rembang. Jalan Raya di Pantai 
Utara Jawa Tengah ketika itu dikenal se-
bagai jalan pesisir. Sebutan pesisir terkait 
dengan geopolitik Mataram Islam yang 
menempatkan wilayah Pantai Utara Jawa 
Tengah sebagai wilayah Pesisir. Ke-
hadiran Jalan Raya Pesisir terkait dengan 
kontrol politik dan ekonomi Mataram ter-
hadap penguasa-penguasa di Pantai 
Utara. Jalan Raya Pesisir mengalami pros-
es revitalisasi dan unifikasi pada awal 
abad ke-19 ketika Daendels berkuasa di 
Jawa dan membangun Jalan Raya Post 
yang menghubungkan wilayah Anjer 
hingga Panarukan. Jalan Raya Pesisir 
yang semula terpisah oleh halangan alam 
berupa perbukitan dan sungai dihub-
ungkan satu sama lain hingga membentuk 
kesatuan wilayah dari Brebes-Tegal hing-
ga Rembang. Kehadiran Jalan Raya Pos 
tersebut telah mengubah jaringan trans-
portasi Pulau Jawa yang semula terpisah-
pisah menjadi disatukan dalan jaringan 
jalan raya. Jaringan jalan raya tersebut 
telah memudahkan control administrasi 
bagi penguasa terhadap wilayah-wilayah 
yang dilalui jalan raya dan pertumbuhan 
ekonomi di Kota-kota dan desa-desa yang 
dilalui atau terintegrasi dengan jalan raya 
tersebut. 
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